
CASCADING PERUBAHAN RENSTRA DISDAGKOP & UKM TAHUN 2019-2024

Urusan Visi Misi Isu Strategis Daerah Tujuan Daerah
Indikator Tujuan 

Daerah
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Tujuan Daerah
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Daerah
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Perdagangan Terwujudnya Masyarakat 

Kabupaten Magelang Yang 

Sejahtera, Berdaya Saing 

dan Amanah (SEDAYA 

AMANAH)

Meningkatkan Daya 

Saing Daerah yang 

berbasis pada potensi 

lokal dengan tetap 

menjaga Kelestarian 

Lingkungan Hidup

Belum optimalnya 

daya saing daerah

Meningkatnya daya 

saing daerah

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi

(PDRB atas dasar 

harga konstan 

tahun ke-t 

(nominal) dikali 100 

/ dengan PDRB atas 

dasar harga konstan 

tahun ke-t-1 

(nominal)) – 100

Belum Optimalnya 

Daya Saing  

Ekonomi Daerah

Meningkatnya daya 

saing ekonomi 

daerah

Nilai PDRB sektor 

perdagangan

Total nilai tambah 

dari sektor 

perdagangan besar 

dan eceran, reparasi 

dan sepeda motor 

(termasuk upah 

tenaga kerja) pada 

tahun n.

Meningkatkan   

perdagangan yang 

berdaya saing

Menjaga stabilisasi 

harga barang terutama 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting

Belum Optimalnya 

Daya Saing  

Ekonomi Daerah

Meningkatnya 

daya saing 

ekonomi daerah

Nilai PDRB sektor 

perdagangan

Total nilai tambah dari 

sektor perdagangan 

besar dan eceran, 

reparasi dan sepeda 

motor (termasuk upah 

tenaga kerja) pada 

tahun n.

Belum optimalnya 

distribusi perdagangan

Meningkatnya  

perdagangan yang 

berdaya saing 

Meningkatkan 

pelayanan Perizinan 

dan Pendaftaran 

Perusahaan

Meningkatkan 

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

dalam Negeri 



Mengembangkan 

Ekspor

Meningkatkan sarana 

dan prasarana pasar 

rakyat untuk 

menunjang 

peningkatan sektor 

perdagangan

Pengoptimalan 

standardisasi 

pengukuran dan 

perlindungan konsumen

Koperasi Usaha 

Kecil dan 

Menengah

Terwujudnya Masyarakat 

Kabupaten Magelang Yang 

Sejahtera, Berdaya Saing 

dan Amanah (SEDAYA 

AMANAH)

Meningkatkan Daya 

Saing Daerah yang 

berbasis pada potensi 

lokal dengan tetap 

menjaga Kelestarian 

Lingkungan Hidup

Belum optimalnya 

daya saing daerah

Meningkatnya daya 

saing daerah

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi

Persentase 

pertumbuhan 

produksi barang dan 

jasa di suatu 

wilayah 

perekonomian 

dalam selang waktu 

tertentu

Belum Optimalnya 

Daya Saing  

Ekonomi Daerah

Meningkatnya daya 

saing ekonomi 

daerah

Nilai PDRB sektor 

perdagangan

Nilai PDRB sektor 

perdagangan tahun 

n

Meningkatnya 

kualitas  

kelembagaan 

koperasi

Optimalisasi 

kelembagaan koperasi

Belum optimalnya 

daya saing daerah

Meningkatnya 

daya saing 

ekonomi daerah

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi

(PDRB atas dasar 

harga konstan tahun 

ke-t (nominal) dikali 

100 / dengan PDRB 

atas dasar harga 

konstan tahun ke-t-1 

(nominal)) – 100

Belum optimalnya 

kinerja koperasi 

Meningkatnya 

kualitas 

kelembagaan 

koperasi



Meningkatkan kapasitas 

SDM Koperasi

Meningkatkan 

kinerja UMKM.

Meningkatkan omzet 

penjualan produk 

usaha mikro

Belum optimalnya 

kinerja UMKM

Meningkatnya 

Kapasitas Usaha 

Mikro

Meningkatkan 

keberdayaan UMKM



Indikator Sasaran PD Formula Sasaran PD Masalah PD Strategi PD Sasaran Program Program Indikator Program Formula Indikator Program Akar Masalah PD Arah Kebijakan PD Sasaran Kegiatan Kegiatan Kelompok Sasaran Kegiatan Sub Kegiatan
Formula Indikator Kegiatan 

dan Sub Kegiatan
PD Penanggung jawab

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Persentase Pertumbuhan 

Ekspor Non Migas

((Nilai ekspor tahun n-

Nilai ekspor tahun n-

1)/Nilai ekspor tahun n-

1))x 100%

Terganggunya 

stabilisasi harga barang 

kebutuhan pokok dan 

barang penting

Menjaga stabilisasi 

harga terutama 

barang terutama 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting

Menjaga Stabilisasi 

harga Barang 

Kebutuhan pokok dan 

barang penting

Program Stabilisasi 

Harga Barang 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting

Koefisien Variasi Harga (Standar deviasi harga bulanan / 

rata-rata harga bulanan) *  

100%

Distribusi BAPOKTING yang 

kurang lancar, pasokan 

bapokting terganggu/ 

ketersediaan  Bapokting 

kurang , kenaikan permintan 

terhadap Bapokting

Menjamin ketersediaan 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting

Terjaminnya 

Ketersediaan Barang 

kebutuan pokok dan 

barang penting di 

tingkat Kabupaten/Kota

Menjamin ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang 

penting ditingkat daerah 

Kabupaten/Kota.

Agen dan Pasar rakyat Jumlah koordinasi dan 

sinkronisasi BAPOKTING 

ditingkat agen dan pasar 

rakyat

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 

BAPOKTING ditingkat agen dan 

pasar rakyat

DISDAGKOP UKM

Pengendalian Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar 

Jumlah koordinasi dan 

sinkronisasi BAPOKTING 

ditingkat agen dan pasar 

Jumlah koordinasi dan 

singkronisasi BAPOKTING ditingkat 

agen dan pasar rakyat

Pengendalian Harga, dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting Di Tingkat Pasar 

Laporan informasi harga dan 

stok bapokting 

Laporan informasi harga dan stok 

bapokting yang tersusun

Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting Pada Pelaku Usaha 

1. Laporan informasi harga 

dan stok bapokting  

2. Pengawasan Distribusi 

1. Laporan informasi harga dan 

stok bapokting  yang tersusun      

2. Pengawasan Distribusi 

Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting Pada Pasar Rakyat yang 

Jumlah Laporan harga dan 

stok bapokting yang 

terupdate di Sistem 

Laporan harga dan stok bapokting 

di Sistem Informasi Perdagangan 

yang ter update

Pelaksanaan operasi Pasar Reguler 

dan Pasar Khusus yang Berdampak 

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

1. Jumlah Paket Sembako

2. Jumlah Operasi Pasar

1. Jumlah Paket Sembako yang 

diberikan

2. Jumlah Operasi Pasar yang 

Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan pupuk dan 

pestisida

2. KPL yang terverifikasi

1. Pengawasan pupuk dan 

pestisida yang dilaksanakan

2. KPL yang terverifikasi

Pemeriksaan  Kelengkapan  

Legalitas  Dokumen Perizinan

Jumlah KPL yang 

terverifikasi

Jumlah KPL yang berijin

Pengawasan pemgadaan pupuk dan 

pestisida bersubsidi

Jumlah frekuensi 

pengawasan pupuk dan 

pestisida bersubsidi 

Jumlah frekuensi pengawasan 

pupuk dan pestisida bersubsidi 

yang dilaksanakan

Pengawasan Penyaluran dan 

Penggunaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi

Jumlah frekuensi 

pengawasan distribusi pupuk 

dan pestisida bersubsidi 

Jumlah frekuensi pengawasan 

distribusi pupuk dan pestisida 

bersubsidi yang dilaksanakan

Belum optimalnya 

Perizinan dan 

Pendaftaran 

Perusahaan

Meningkatkan 

pelayanan 

Perizinan dan 

Pendaftaran 

Perusahaan

Program Perizinan 

dan Pendaftaran 

Perusahaan

Program Perizinan dan 

Pendaftaran 

Perusahaan

Persentase Fasilitasi 

Pemenuhan Komitmen 

Perizinan

(jumlah komitmen izin yang 

terbit / seluruh pemohon 

izin)*100%

Belum optimalnya fasilitasi 

pelayanan perijinan dan 

pendaftaran perusahaan

Meningkatkan 

pelayanan dan 

kemudahanan dalam 

penerbitan izin usaha 

perdagangan

Terfasilitasinya 

Penerbitan izin yang 

mudah

Penerbitan izin pengelolaan 

pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan dan izin usaha 

toko swalayan

Toko swalayan ,  Gudang Izin komitmen toko swalayan Jumlah izin komitmen toko 

swalayan yang terbit

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Perolehan perizinan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan, dan toko 

Jumlah pengawasan  izin 

toko swalayan

Jumlah izin toko swalayan yang 

sesuai dengan perizinannya

Penerbitan tanda daftar gudang Izin tanda daftar gudang Jumlah izin tanda daftar gudang 

yang terbit

Fasilitasi penerbitan tanda daftar 

gudang

Jumlah pengawasan Gudang Jumlah izin gudang yang sesuai 

dengan perizinannya

Penerbitan Surat Tanda 

pendaftaran waralaba (STPW) 

dalam negeri

STPW dalam negeri  yang 

terbit

Jumlah STPW dalam negeri  yang 

terbit

Fasilitasi pemenuhan komitmen 

perolehan STPW dalam negeri

Jumlah komitmen STPW 

yang diterbitkan

Jumlah komitmen STPW yang 

diterbitkan

Penerbitan izin usaha 

perdagangan minuman 

beralkohol gol B dan C untuk 

SIUP MB yang terbit Jumlah SIUP MB yang terbit

Fasilitasi penerbitan surat izin usaha 

perdagangan minuman beralkohol 

gol B dan C 

Pengawasan pengecer 

minuman beralkohol gol B 

dan C

Jumlah Pengawasan pengecer 

minuman beralkohol gol B dan C

Pengendalian Fasilitas 

Penyimpanan Bahan Berbahaya 

dan pengawasan distribusi, 

Jumlah pengawasan Pasar 

Aman dari Bahan Berbahaya

Jumlah pengawasan pasar aman 

dari barang berbahaya yang 

dilaksanakan

Pengawasan distribusi, pengemasan 

dan pelabelan bhan berbahaya 

terhadap pengguna akhir

Jumlah penyuluhan Pasar 

Aman dari Bahan Berbahaya

Jumlah penyuluhan Pasar Aman 

dari Bahan Berbahaya yang 

dilaksanakan

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

dalam Negeri belum 

maksimal

Meningkatkan 

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

dalam Negeri 

Program 

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

dalam Negeri

Program Penggunaan 

dan Pemasaran Produk 

dalam Negeri

Cakupan 

promosi/pemasaran

((promosi yang dilaksanakan 

*0,5)+(kampanye penggunaan 

produk dalam negeri * 

0,5%))*100%

Belum optimalnya upaya 

pemasaran dan promosi 

produk dalam negeri

meningkatkan upaya 

pemasaran dan 

promosi produk dalam 

negeri

Terlaksananya Promosi 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan produk 

Pelaksanaan Promosi, 

pemasaran dan peningkatan 

penggunaan produk dalam 

negeri

Pedagang , Konsumen Jumlah fasilitasi promosi dan 

pemasaran produk dalam 

negeri

Jumlah fasilitasi promosi dan 

pemasaran produk dalam negeri

pelaksanaan promosi penggunaan 

produk dalam negeri di tingkat 

kab/kota

Jumlah pelaksanaan 

kampanye penggunaan 

produk dalam negeri

jumlah pelaksanaan kampanye 

penggunaan produk dalam negeri

pemasaran dan peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri di 

tingkat kab/kota

1. Jumlah pameran 

2. Jumlah fasilitasi kemitraan 

1. Jumlah pameran yang diikuti

2. Jumlah fasilitasi kemitraan 

peningkatan sistem dan jaringan 

informasi perdagangan 

sistem dan jaringan 

informasi perdagangan yang 

terupdate

jumlah sistem dan jaringan 

informasi perdagangan yang 

terupdate



Belum optimalnya 

Pengembangan 

Ekspor

Mengembangkan 

Ekspor

Program 

Pengembangan 

Ekspor

Program 

Pengembangan Ekspor

Pertumbuhan nilai ekspor 

non migas

((Nilai ekspor tahun n-Nilai 

ekspor tahun n-1)/Nilai ekspor 

tahun n-1))x 100%

Belum optimalnya 

pertumbuhan ekspor non 

migas

Pengoptimalan 

pertumbuhan ekspor 

non migas

Meningkatnya 

pertumbuhan ekspor 

non migas

Penyelenggaraan Promosi dan 

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat Pada 1 

Pedagang, UKM Jumlah fasilitasi promosi 

orientasi ekspor

Jumlah fasilitasi promosi orientasi 

ekspor yang dilaksanakan

Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Produk Ekspor Unggulan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi Eksportir 

tangguh, Jumlah Fasilitasi 

pemdampingan design 

1. Jumlah Fasilitasi Eksportir 

tangguh yang dilaksanakan

2. Jumlah Fasilitasi 

Pameran Dagang Nasional Jumlah pameran dagang 

nasional

Jumlah pameran dagang nasional 

yang diikuti

Pameran Dagang Lokal Jumlah pameran dagang 

lokal

Jumlah pameran dagang lokal 

yang diikuti

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 

Unggulan

Jumlah misi dagang Jumlah misi dagang yang 

dilaksanakan

Peningkatan Citra Produk Ekspor 1. Jumlah Promosi skala 

Internasional

2. Jumlah Promosi skala 

1. Jumlah Promosi skala 

Internasional yang dilaksanakan

2. Jumlah Promosi skala Nasional 

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1. Jumlah monitoring 

realisasi ekspor

2. Jumlah pembinaan pelaku 

1. Jumlah monitoring realisasi 

ekspor

2. Jumlah pembinaan pelaku 

sarana dan prasarana 

pasar rakyat belum 

secara optimal 

menunjang 

peningkatan sektor 

perdagangan

Meningkatkan kualitas 

pasar rakyat

Program 

Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan

Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan

Persentase sarana 

distribusi perdagangan 

dalam kondisi baik

(((Jumlah pasar rakyat dengan 

sarana dan prasarana yang 

baik/Jumlah pasar rakyat) x 0,5) 

+ (Jumlah pasar rakyat dengan 

pengelolaan yang baik/Jumlah 

pasar rakyat)x0,5))x100 %

Perlunya revitalisasi pasar 

guna menunjang sarana 

distribusi perdagangan

Meningkatkan kualitas 

pembangunan dan 

pengelolaan pasar

Terfasilitasinya 

Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Pasar, Pedagang , Konsumen, 

sarana prasarana

Jumlah sarana perdagangan 

yang terbangun

Jumlah sarana perdagangan yang 

terbangun

Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

1. Jumlah Studi kelayakan 

pasar 

2. Jumlah dokumen DED 

1.  Jumlah Studi kelayakan pasar 

yang tersusun

2.  Jumlah dokumen DED yang 

Faslitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

1. Jumlah pasar yang 

terfasilitasi listrik dan air

2. Penertiban dan penataan 

1. Jumlah fasilitasi listrik dan air 

yang dilaksanakan

2. Penertiban dan penataan 

Pembinaan Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Jumlah pengelola sarana 

distribusi perdagangan yang 

meningkat kualitasnya

Jumlah Pembinaan Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

yang dilaksanakan

Pembinaan dan Pengendalian 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

1. Jumlah pengelola sarana 

perdagangan 

2. Jumlah pengelola 

1. Jumlah pengelola sarana 

perdagangan yang terbina

2. Jumlah pengelola pendapatan 

Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

1. Jumlah Tenaga PNS 

2.  Jumlah Tenaga Non PNS 

1. Jumlah Tenaga PNS yang 

terbina

2.  Jumlah Tenaga Non PNS yang 

belum optimalnya 

standardisasi 

pengukuran dan 

perlindungan konsumen

Pengoptimalan 

standardisasi 

pengukuran dan 

perlindungan 

konsumen

Program 

Standarisasi dan 

Perlindungan 

Konsumen

Program Standarisasi 

dan Perlindungan 

Konsumen

Persentase UTTP yang 

bertanda tera sah

(UTTP bertanda tera sah/Jumlah 

UTTP yang ada) *100%

Belum optimalnya pelayanan 

dan pengawasan UTTP

Optimalisasi pelayanan 

dan pengawasan UTTP

Terkaksananya 

pelayanan metologi 

legal berupa tera , tera 

ulang dan pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera Ulang, dan 

Pengawasan

Pedagang, Konsumen, SPBU Jumlah pelayanan dan 

pengawasan UTTP

Jumlah pelayanan dan 

pengawasan UTTP yang 

dilaksanakan

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang

1. Jumlah Pelaksanaan 

Tera/Tera Ulang

2. Jumlah UTTP yang 

1. Jumlah Tera/Tera Ulang yang 

dilaksanakan

2. Jumlah UTTP yang terdata

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal

1.  Jumlah pengawasan 

UTTP, BDKT dan SI 

2.  Jumlah penyuluhan 

1.  Jumlah pengawasan UTTP, 

BDKT dan SI yang dilaksanakan

2.  Jumlah penyuluhan 

Penyidikan Metrologi Legal 1. Jumlah Evaluasi Hasil 

Pengawasan

2. Jumlah sosialisasi 

1. Jumlah evaluasi hasil 

pengawasan yang dilaksanakan

2. Jumlah sosialisasi penyidikan 

Persentase koperasi aktif (jumlah koperasi 

aktif/Jumlah total 

koperasi) x 100%

Belum optimalnya 

kelembagaan koperasi

Optimalisasi 

kelembagaan koperasi

Program Pelayanan 

Izin Usaha Simpan 

Pinjam

Program Pelayanan Izin 

Usaha Simpan Pinjam

Persentase koperasi 

yang memiliki ijin usaha 

simpan pinjam

(Jumlah koperasi  simpan pinjam 

yang berijin/Jumlah koperasi 

yang memiliki usaha simpan 

pinjam) *100%

Kesadaran pengelola 

koperasi untuk mengurus 

legalitas koperasi masih 

rendah

Meningkatkan 

pembinaan pentingnya 

legalitas kelembagaan 

koperasi

Terfasilitasinya 

Penerbitan Izin usaha 

Simpan pinjam untuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/ kota

Penerbitan Izin Usaha Simpan 

Pinjam untuk Koperasi dengan 

Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Cabang Koperasi Simpan pinjam 

dalam daerah Kabupaten /Kota

Jumlah koperasi simpan 

pinjam yang terfasilitasi 

izinnya

Jumlah fasilitasi izin usaha simpan 

pinjam yang dilaksanakan

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha 

Simpan Pinjam dan Pembukaan 

Kantor Cabang, Cabang Pembantu 

Jumlah koperasi simpan 

pinjam yang mendapatkan 

rekomendasi

Jumlah koperasi simpan pinjam 

yang mendapatkan rekomendasi

Program 

Pengawasan dan 

Pemeriksaan 

Koperasi.

Program Pengawasan 

dan Pemeriksaan 

Koperasi.

Persentase koperasi 

yang meningkat 

kualitas pengelolaannya

(jumlah koperasi Simpan pinjam 

yang diawasi/jml koperasi yang 

memiliki  usaha simpan 

pinjam)*100%

Rendahnya kompetensi 

pengelola koperasi

Meningkatkan 

Pemahaman 

perkoperasian Bagi 

pengelola koperasi

Terlaksananya 

pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi , 

koperasi simpan 

pinjam /unit

Pemeriksaan dan Pengawasan 

Koperasi, Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya 

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Cabang Koperasi Simpan pinjam 

dalam daerah Kabupaten /Kota, 

anggota koperasi

Jumlah koperasi yang aktif Jumlah koperasi yang aktif

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan, serta 

Akuntabilitas Koperasi

Jumlah koperasi yang 

terawasi

Jumlah pengawasan koperasi 

yang dilaksanakan

Pemeriksaan  Kepatuhan  Koperasi  

terhadap Peraturan  Perundang-

Undangan  Kewenangan

Jumlah koperasi yang 

diperiksa

Jumlah pemeriksaan koperasi 

yang dilaksanakan

Program Penilaian 

Kesehatan 

KSP/USP Koperasi

Program Penilaian 

Kesehatan KSP/USP 

Koperasi

Persentase usaha 

simpan pinjam koperasi 

yang dinilai

(jumlah koperasi Simpan pinjam 

yang di nilai/jml seluruh koperasi 

yang memiliki  usaha simpan 

pinjam)*100%

Lemahnya kapasitas 

manajerial dan Penyajian 

laporan keuangan belum 

sesuai SAK

Pendampingan 

manajemen dan 

penyusunan laporan 

keuangan berdasar 

Terlaksananya 

penilaian kesehatan 

Koperasi Simpan 

Pinjam /Unit Simpan 

Penilaian  Kesehatan  Koperasi  

Simpan Pinjam/Unit Simpan 

Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaanya dalam 1 (Satu) 

Cabang Koperasi Simpan pinjam 

dalam daerah Kabupaten /Kota, 

anggota koperasi

Jumlah koperasi sehat Jumlah penilaian koperasi yang 

dilaksanakan

Pelaksanaan  Penilaian  Kesehatan  

KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi sehat Jumlah koperasi sehat

Penghargaan  Kesehatan  KSP/USP  

Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang diberi 

penghargaan

Jumlah koperasi yang diberi 

penghargaan



Belum optimalnya SDM 

Koperasi

Meningkatkan 

kapasitas SDM 

Koperasi

Program 

Pendidikan dan 

Latihan 

Perkoperasian

Program Pendidikan 

dan Latihan 

Perkoperasian

Persentase pengelola 

koperasi yang 

meningkat kapasitasnya

(jumlah pengelola yang 

dilatih/jml seluruh pengelola 

koperasi) *100%

lemahnya pemahaman 

perkoperasian pengelola 

koperasi

penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pelatihan

Terselenggaranya 

Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian Bagi 

Koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam 

daerah kabupaten / 

Kota

Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian Bagi Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Cabang Koperasi Simpan pinjam 

dalam daerah Kabupaten /Kota, 

anggota koperasi

Jumlah Koperasi yang 

mendapat pelatihan

Jumlah Koperasi yang mendapat 

pelatihan

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Jumlah pengelola koperasi 

yang meningkat kapasitas 

dan kompentensinya

Jumlah pengelola koperasi yang 

meningkat kapasitas dan 

kompentensinya

Program 

Pemberdayaan dan 

Perlindungan 

Koperasi

Program Pemberdayaan 

dan Perlindungan 

Koperasi

Persentase peningkatan 

kerjasama antar 

koperasi dan lembaga 

lain

(jumlah kerjasama yang terjalin 

/ jumlah koperasi aktif)* 100%

lambatnya perkembangan 

usaha koperasi

peningkatan fasilitasi  

kerjasama antar 

koperasi dan lembaga 

lain

Terfasilitasinya 

pemberdayaan  

perlindungan koperasi 

yang keanggotaanya 

dalam daerah 

Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi yang 

Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota

Cabang Koperasi Simpan pinjam 

dalam daerah Kabupaten /Kota, 

anggota koperasi

Jumlah pengelola koperasi 

yang mendapat 

perlindungan

Jumlah pengelola koperasi yang 

mendapat perlindungan

Pemberdayaan Peningkatan 

Produktivitas, Nilai Tambah, Akses 

Pasar, Akses Pembiayaan, 

Jumlah pengelola koperasi 

yang meningkat 

produktifitasnya

Jumlah pengelola koperasi yang 

meningkat produktifitasnya

Peningkatan Omzet usaha 

Mikro

((nilai omzet tahun n - 

nilai omzet tahun n-

1)/nilai omzet tahun n-

1) x 100%

Rendahnya omset 

penjualan produk usaha 

mikro

Mengembangkan 

kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 

UMKM guna 

meningkatkan omzet 

penjualan

Program 

Pengembangan 

UMKM

Program 

Pengembangan UMKM

Persentase peningkatan 

omset  usaha mikro

(omset  tahun n - omset  tahun 

n - 1 / omset  tahun n- 1) 

*100%

belum optimalnya 

pengembangan usaha mikro

peningkatan 

pendampingan usaha 

mikro

Terlaksananya 

pengembangan usaha 

mikro dengan orientasi 

peningkatan skla usaha 

menjadi usaha kecil

Pengembangan Usaha Mikro 

dengan Orientasi Peningkatan 

Skala Usaha Menjadi Usaha 

Kecil

Pelaku UMKM , Pedagang  Jumlah usaha mikro yang 

naik kelas 

 Jumlah usaha mikro yang naik 

kelas 

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha 

kecil dalam Pengembangan Produksi 

dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, 

1. Jumlah Kemitraan yang 

terjalin

2. Jumlah penyelenggaraan 

1. Jumlah Kemitraan yang terjalin

2. Jumlah penyelenggaraan 

mengikuti pameran

Kurangnya 

keberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha 

Mikro (UMKM)

Meningkatkan 

keberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha 

Mikro (UMKM)

Program 

Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, dan 

Usaha Mikro 

(UMKM)

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, dan Usaha 

Mikro (UMKM)

Persentase peningkatan 

kapasitas usaha mikro

((Jml UM yg meningkat omzet  / 

jml UM yg mendapat fasilitasi 

)*0.60 + (Jml UM legal / Jml UM 

yang mendapat fasilitasi 

legalitas)*0.40)*100%

Terbatasnya fasilitasi untuk  

promosi dan pameran 

produk usaha kecil 

menengah

Meningkatkan fasilitasi 

untuk  promosi dan 

pameran produk usaha 

kecil menengah

 Telaksananya 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang dilakukan 

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, 

Kemudahan, Perijinan, 

Penguatan 

Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang dilakukan Melalui 

Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahan, Perijinan, 

Penguatan kelembagaan dan 

koordinasi dengan dengan para 

pemangku kepentingan

Pelaku UMKM , Pedagang Jumlah usaha mikro yang 

meningkat skala usahanya

Jumlah usaha mikro yang 

meningkat skala usahanya

Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

1. Jumlah UM yang terdata

2. Jumlah UM yang 

mendapat bantuan

1. Jumlah UM yang terdata

2. Jumlah UM yang mendapat 

bantuan

Pemberdayaan Melalui Kemitraan 

Usaha Mikro

Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro

Jumlah fasilitasi perijinan Jumlah fasilitasi perijinan yang 

dilaksanakan

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi 

dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah UMKM yang 

meningkat kapasitasnya

Jumlah UMKM yang meningkat 

kapasitasnya

Koordinasi  dan  Sinkronisasi  

dengan  Para Pemangku  

Kepentingan  dalam  Pemberdayaan 

1. Jumlah PKL dan asingan 

yang tertata dan terbina

2. Jumlah dokumen FS 

1. Jumlah PKL dan asingan yang 

tertata dan terbina

2. Jumlah dokumen FS Pengadaan 


